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PEDOMAN II PERTAMINA

FUNGSI CORPORATE SECRETARY NOMOR : A09- 001/N00000/2021-S0 

REVISI KE :□ 0 □ 1 □ 20 30 4 

JUDUL PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERLAKU TMT September 2021 
HALAMAN 

BAB I 

UMUM 

: 1 dari 1 0 

Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, penting untuk 
menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis 
adalah pemberian dan/atau penerimaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak 
lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian, mengingat sifatnya yang 
mengarah pada tindak pidana suap. 

Ketentuan mengenai Gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan negara 
Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi") menyatakan bahwa "setiap Gratifikasi 
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, 
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya". 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme bahwa Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Sadan 
Usaha Milik Negara termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara. 

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi 
telah menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dapat dijadikan acuan 
dalam menyusun aturan internal dan menerapkan sistem pengendalian Gratifikasi 
bagi Penyelenggara Negara dalam menerapkan Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pertamina memberlakukan pedoman yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
Code of Conduct (CoC) dan ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan 
tersebut di atas, untuk membantu lnsan Pertamina memahami definisi dan konsep 
Gratifikasi serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila berhadapan 
dengan Gratifikasi. Untuk itu, dilakukan pemutakhiran dengan mencabut Pedoman 
Pengendalian Gratifikasi No. A13-001/M00000/2020-S0 Revisi Ke-0 tanggal 28 
Februari 2020 yang direvisi dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini 
("Pedoman"). 
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Lampiran I - Pedoman No. A09-001/N00000/2021-S0 tanggal        September 2021 
Revisi Ke-0 
 

PENGERTIAN 

 
1. Compliance Online System (Compols) adalah sistem yang dibangun secara 

terpadu dan terintegrasi dengan sistem online yang ada di lingkungan Pertamina, 
yang merupakan sarana bagi Insan Pertamina untuk menyampaikan laporan terkait 
dengan program-program pelaporan kepatuhan, khususnya dalam hal ini adalah 
laporan Gratifikasi. 

2. Chief Compliance Officer (CCO) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, 
yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk merencanakan, 
membuat, memeriksa, mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 
program kepatuhan Pertamina dan Insan Pertamina pada peraturan perundang-
undangan serta peraturan internal dalam menjalankan kegiatannya. 

3. Code of Conduct (CoC) adalah kebijakan yang mengatur etika usaha dan tata 
perilaku Insan Pertamina untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan 
perusahaan yang baik. 

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam 
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik 
atau tanpa sarana elektronik.  

5. Gratifikasi Online KPK (GOL KPK) adalah aplikasi gratifikasi online milik dan 
dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pelaporan Gratifikasi.  

6. Insan Pertamina adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja waktu tertentu, pekerja 
waktu tidak tertentu, dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan 
Pertamina. 

7.  Keluarga Inti adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Pertamina. 
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Komisi/Lembaga Negara yang 

dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

9. Konflik Kepentingan adalah konflik kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam 
STK tentang Konflik Kepentingan/Conflict of Interest (CoI) Pertamina. 

10. Pedoman adalah Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pertamina.  
11. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif, 

Legislatif, Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

12. Pertamina Group adalah Kumpulan beberapa perusahaan di bawah kendali 
perusahaan induk. Dalam dokumen ini merujuk ke kumpulan PT Pertamina (Persero) 
selaku Holding, Sub-Holding di bawah pengelolaan Holding, dan Anak Perusahaan di 
bawah pengelolaan Sub-Holding, dengan tidak terbatas pada satu atau beberapa 
Sub-Holding tertentu. Dalam dokumen ini juga mungkin mencakup Perusahaan 
Portofolio dengan penjelasan tambahan. 
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